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BAB II 

 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Landasan Teori 

1. Perpajakan 

 

 

a. Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak merupakan: 

“Iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undangundang serta aturan 

pelaksanaannya” 

 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.E. yang dikutip dari buku Mardiasmo 

(2013: 1), definisi pajak adalah: 

“Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir 

ke sektor pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” 

 

Menurut S. I. Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi (2014: 1), pajak 

adalah: 

“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.” 

 

Selanjutnya menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip dari buku Waluyo  

(2013:2), definisi pajak adalah: 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

negara yang menyelenggarakan pemerintahan.” 
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Dari empat definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan tentang 

ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 

(1) pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor 

swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut 

pajak/administrator pajak). 

(2) pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 

dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun 

pembangunan. 

(3) tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. 

(4) pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. 

(5) pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah berdasarkan atas undangundang serta aturan pelaksanaannya. 

(6) pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah berdasarkan atas undangundang serta aturan pelaksanaannya. 

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu 

tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka 

pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Menurut Mardiasmo 

(2013:7), agar tidak menimbulkan masalah pemungutan pajak harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

(1) pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai 

keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. 

(2) pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak tidak 

boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, 

sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 
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(3) pemungutan pajak harus efisien, pemungutan pajak harus diusahakan 

seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara 

sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya. 

(4) sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan pajak yang 

sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

 

b. Fungsi Pajak 

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. 

Menurut Siti Resmi (2014:3) dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu. 

(1) Fungsi budgetair 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. 

(2) Fungsi regulerend 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagi alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 

serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

 

c. Jenis Pajak 

Menurut Waluyo (2013:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

kelompok, adalah sebagai berikut: 

(1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini: 
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(a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

pihak  lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. 

(b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

(2) Menurut sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya 

berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut. 

(a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya 

yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan 

dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 

(b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

(3) Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut. 

(a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi 

dan Bangunan, dan Bea Materai. 

(b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, 

pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi 

dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan. 
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d. Asas Pemungutan Pajak 

Adapun asas pemungutan pajak penghasilan yang diungkapkan Waluyo (2013:16) 

sebagai berikut: 

(1) Asas Tempat Tinggal 

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.Wajib Pajak yang bertempat 

tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, 

yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri. 

(2) Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara.Asas ini diberlakukan 

kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar 

pajak. 

(3) Asas Sumber 

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang 

bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib 

Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di 

Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

 

e. Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:6) mengemukakan tentang cara pemungutan 

pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut: 

(1) Stelsel nyata (rill stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah 
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pajak yang dikenakan lebih realistis.Kelemahannya adalah pajak baru dapat 

dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

(2) Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang 

terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar 

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.Kelemahannya adalah 

pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

(3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya.Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak 

menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian 

pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. 

 

f. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 

2013: 7), yaitu sebagai berikut :  

(1) Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

(2) Self Assessment System  
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Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

(3) With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 

2. Perencanaan Pajak 

Menurut Suandy (2011) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam 

manajemen  pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap 

peraturan perpajakn agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang 

akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah 

meminimumkan kewajiban perpajakan. 

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa 

yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan 

efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga 

menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban 

pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan 

pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin. 

 

a. Pengertian Perencanan Pajak 

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan 

penghematan atau tax saving dan penghindaran pajak atau tax avoidance. Zain  
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(2005:67) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan 

mendefinisikan sebagai berikut: 

“Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan 

konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap 

transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana 

pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke 

pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax 

avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan 

tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.” 

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui 

penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh 

oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide 

dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna 

menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain 

peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar 

kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi 

tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila transaksi telah dilakukan. 

Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh 

mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif 

penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya.  

Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak 

tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat 

tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan 

adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. 
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b. Langkah – Langkah  Perencanaan Pajak 

Zain (2005: 70) mengemukakan tindakan yang harus diambil dalam rangka 

perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan 

konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian 

dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen 

sistem manajemen adalah sebagai berikut: 

(1) Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak yang meliputi: 

(a) usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang 

lingkup pajak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

(b) memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari 

pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. 

(c) melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, 

pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak. 

(2) Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang 

terdiri dari: 

(a) identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor 

ini umumnya memiliki sifat permanen yang secara eksplisit terdapat dan 

melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor 

tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap 

perencanaan jangka panjang. 

(b) etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi 

dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang 
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ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil 

perusahaan. 

(c) strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan 

perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

(3) Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, 

dilakukan antara lain dengan cara mengadakan: 

(a) sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan 

penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang 

memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak 

penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti 

pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap bisnis, 

sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan 

sistem akuntansi perusahaan. 

(b) mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian 

rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat 

dilakukan tepat waktu. 

 

c. Syarat – Syarat Perencanaan Pajak 

(1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan 

(2) Secara bisnis dapat diterima 

(3) Bukti – bukti pendukungnya memadai 
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3. Pajak Penghasilan 

 

a. Subjek Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan 

perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan 

adalah sebagai berikut: 

(1) Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di 

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

(2) Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari 

seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan 

pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. 

(3) Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria: 

(a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

(c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 
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(d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara; dan 

(4) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, 

atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang 

melakukan kegiatan di Indonesia. 

 

b. Bukan Subjek Pajak Penghasilan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak 

termasuk objek pajak sebagai berikut: 

(1) Badan perwakilan negara asing. 

(2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat 

lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada 

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka 

dengan syarat bukan warga negara indonesia dan negara yang 

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

(3) Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri 

keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan 

organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 

Contoh: WTO, FAO, UNICEF. 

(4) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh 

keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara 

indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
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`c. Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak 

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

(1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

(2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

(3) laba usaha; 

(4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

(a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

(b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 

sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya; 

(c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; 

(d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
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pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

(e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

dalam perusahaan pertambangan; 

(5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

(6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

(7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi; 

(8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

(9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

(10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

(11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

(12) keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

(13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

(14) premi asuransi; 

(15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
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(16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

(17) penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

(18) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

(19) surplus Bank Indonesia. 

 

d. Bukan Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 yang dikecualikan dari 

objek pajak adalah: 

(1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan 

yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-

pihak yang bersangkutan; 

(2) warisan; 
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(3) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal; 

(4) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 

Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; 

(5) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

(6) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

(a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

(b) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan 

usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham 

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh 

lima persen) dari jumlah modal yang disetor; 

(7) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 
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(8) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 

sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

(9) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif; 

(10) dihapus; 

(11) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut: 

(a) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 

(b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

(12) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

(13) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba 

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu 

paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 
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ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan; dan 

(14) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

4. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal 

 Suatu badan usaha wajib melakukan rekonsilisai antara laopran keuangan 

komersial dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial digunakan 

untuk menilai kinerja ekonomi suatu perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal 

digunakan untuk menghitung perpajakan. 

 Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum yang digunakan untuk  memenuhi kebutuhan 

akan berbagai informasi bagi pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern 

peusahaan. Laporan keuangan yang disusun untuk kepentingan perpajakan dengan 

berdasarkan peraturan perpajakan disebut laporan keuangan fiskal. 

 Undang – Undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan 

keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal – hal tertentu baik dalam 

pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini 

menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan 

keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali diatur secara 

khusus dalam Undang – Undang. 
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a. Penghasilan, Biaya, dan Laba Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan Tahun 2012 

(1). Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan (income) 

meliputi baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). 

Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan 

dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa 

(fees), bunga, dividen, royalti dan sewa. Pendapatan timbul dari transaksi 

dan peristiwa ekonomi berikut:  

(a) Penjualan Barang 

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk 

dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. 

(b) Penjualan Jasa 

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara 

kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama satu periode 

waktu yang disepakati perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan 

selama satu periode atau selama lebih dari satu periode. 

(c) Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak – pihak lain yang 

menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. 

i) Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas 

atau jumlah yang terutang kepada perusahaan. 
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ii) Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka 

panjang perusahaan, misalnya paten, merek dagang, hak 

cipta, dan perangkat lunak komputer. 

iii) Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi 

ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis tertentu. 

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi 

penghasilan, misalnya pos yang timbul dalam pengalihan aktiva tak lancar. 

Definisi penghasilan juga mencakup keuntungan yang belum direalisasi, 

misalnya yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan 

(marketable) dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. 

(2) Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan 

dengan periode akuntansi, pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara 

pengeluaran modal (capital expenditure), yaitu pengeluaran yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai 

aktiva dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure). Yaitu 

pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi 

yang bersangkutan dan dicatat sebagai beban. Beban (expense) adalah 

penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk 

arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian 

kepada penanam modal. Beban juga mencakup kerugian yang belum 

direalisasi, misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata 

uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan 

langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh. 

Kalau manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan 
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hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau 

tidak langsung, maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan 

sistematis, misalnya pengakuan beban yang berakaitan dengan penggunaan 

aktiva tetap, goodwill, paten, dan hak merek dagang. Beban ini dikenal 

dengan istilah penyusutan dan amortisasi. 

(3) Laba akuntansi (accounting income) atau disebut juga laba komersial 

adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba 

akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum, di 

Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Laba akuntansi 

penghitungannya bertumpu pada prinsip matching cost against revenue 

(perbandingan pendapatan dengan biaya – biaya terkait), dalam prinsip 

tersebut terdapat konsep bahwa pengeluaran yang tidak mempunyai manfaat 

untuk masa yang akan datang bukan merupakan asset, oleh karena itu, harus 

dibebankan sebagai biaya. 

 

b. Penghasilan, Biaya, Penghasilan Kena Pajak, Deductible dan Non Deductible 

Expense Berdasarkan Undang – Undang N0. 36 Tahun 2008 

(1) Penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Pajak 

Penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (2) ada penghasilan – 

peenghasilan tertentu yang diatur secara khusus (secara final) yang 

pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu 
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ada juga penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak yang diatur 

dalam pasal 4 ayat (3). 

(2) Biaya yang diatur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan pasal 6   

ayat (1) (biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto) 

(3) Penghasilan Kena Pajak (taxable income) merupakan laba yang dihitung 

berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang – Undang 

No. 10 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 17 

Tahun 2000 dan terkahir kali dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaanya. Penghasilan 

Kena Pajak berdasarkan taxability deductibility, dengan prinsip ini, suatu 

biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang 

menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkannya 

sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (taxable). 

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, minimal ada lima komponen 

yang perlu diperhatikan, yaitu: 

 (a) Penghasilan yang menjadi objek pajak 

 (b) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak 

 (c) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final 

 (d) Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto 

 (e) Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto 

(4) Biaya – biaya yang boleh dikurangkan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 

1  Undang – Undang Perpajakan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 

adalah: 

(a) biaya  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung berkaitan dengan 

kegiatan usaha, antara lain: 
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i) biaya pembelian bahan; 

ii) biaya  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa termasuk  upah,  

gaji,  honorarium,  bonus, gratifikasi,  dan  tunjangan  yang  

diberikan dalam bentuk uang; 

iii) bunga, sewa, dan royalti; 

iv) biaya perjalanan; 

v) biaya pengolahan limbah; 

vi) premi asuransi; 

vii) biaya  promosi  dan  penjualan  yang  diatur dengan  atau  

berdasarkan Peraturan  Menteri Keuangan; 

viii) biaya administrasi; dan 

ix) pajak kecuali Pajak Penghasilan; 

(b) penyusutan  atas  pengeluaran  untuk  memperoleh harta  berwujud  dan  

amortisasi  atas  pengeluaran untuk  memperoleh  hak  dan  atas  biaya  lain  

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; 

(c) iuran  kepada  dana  pensiun  yang  pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan; 

(d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang  dimiliki  dan  

digunakan  dalam  perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan; 

(e) kerugian selisih kurs mata uang asing; 

(f) biaya  penelitian  dan  pengembangan  perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia; 

(g) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 
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(h) piutang  yang  nyata-nyata  tidak  dapat  ditagih dengan syarat: 

i) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

ii) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang  tidak  dapat  

ditagih  kepada  Direktorat Jenderal Pajak; dan 

iii) telah  diserahkan  perkara  penagihannya kepada  Pengadilan  

Negeri  atau  instansi pemerintah  yang  menangani  piutang  negara; 

atau  adanya  perjanjian  tertulis  mengenai penghapusan  

piutang/pembebasan  utang antara  kreditur  dan  debitur  yang 

bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan  umum  

atau  khusus;  atau  adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya 

telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 

iv) syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  3 tidak berlaku 

untuk penghapusan piutang tak tertagih  debitur  kecil  sebagaimana  

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang  pelaksanaannya  

diatur  lebih  lanjut  dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan; 

(i) sumbangan  dalam  rangka  penanggulangan bencana nasional yang 

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

(j) sumbangan  dalam  rangka  penelitian  dan pengembangan  yang  

dilakukan  di  Indonesia  yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; 

(k) biaya  pembangunan  infrastruktur  sosial  yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah; 

(l) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; dan 
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(m) sumbangan  dalam  rangka  pembinaan  olahraga yang  ketentuannya  

diatur  dengan  Peraturan Pemerintah. 

Sedangkan biaya – biaya lain yang tidak boleh dikurangkan dari 

penghasialan bruto selain biaya – biaya yang sesuai dengan Pasal 9 ayat 1  

Undang – Undang Perpajakan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 

adalah: 

(a) pembagian  laba  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun  seperti  

dividen,  termasuk  dividen  yang dibayarkan  oleh  perusahaan  asuransi  

kepada pemegang  polis,  dan  pembagian  sisa  hasil  usaha koperasi; 

(b) biaya  yang  dibebankan  atau  dikeluarkan  untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

(c) pembentukan  atau  pemupukan  dana  cadangan, kecuali: 

i) cadangan  piutang  tak  tertagih  untuk  usaha bank dan badan 

usaha lain yang menyalurkan kredit,  sewa  guna  usaha  dengan  hak  

opsi, perusahaan  pembiayaan  konsumen,  dan perusahaan anjak 

piutang; 

ii) cadangan  untuk  usaha  asuransi  termasuk cadangan  bantuan  

sosial  yang  dibentuk  oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

iii) cadangan  penjaminan  untuk  Lembaga Penjamin Simpanan; 

iv) cadangan  biaya  reklamasi  untuk  usaha pertambangan; 

v) cadangan  biaya  penanaman  kembali  untuk usaha kehutanan; 

dan 

vi) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat  

pembuangan  limbah  industri  untuk usaha pengolahan limbah 
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industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

(d) premi  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut  dihitung  

sebagai  penghasilan  bagi  wajib pajak yang bersangkutan; 

(e) penggantian  atau  imbalan  sehubungan  dengan pekerjaan atau jasa 

yang diberikan dalam bentuk natura  dan  kenikmatan,  kecuali  penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian  atau  

imbalan  dalam  bentuk  natura dan  kenikmatan  di  daerah  tertentu  dan  

yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

(f) jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau kepada pihak yang mempunyai  hubungan  istimewa  sebagai  

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

(g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali 

sumbangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1) huruf i 

sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 

lembaga amil zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh pemerintah  atau  

sumbangan  keagamaan  yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang  dibentuk  

atau  disahkan  oleh  pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

(h) Pajak Penghasilan; 
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(i) biaya  yang  dibebankan  atau  dikeluarkan  untuk kepentingan pribadi 

Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

(j) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma,  atau  

perseroan  komanditer  yang  modalnya tidak terbagi atas saham; 

(k) sanksi  administrasi  berupa  bunga,  denda,  dan kenaikan serta sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan  dengan  pelaksanaan  perundang-

undangan di bidang perpajakan. 

 

c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan 

Fiskal 

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi 

komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya 

Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan 

antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, 

sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam 

penyusunan laporan keuangan fiskal, perusahaan harus mengacu kepada peraturan 

perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan harus disesuaikan atau koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum 

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Menurut Mohammad Zain 

(2005:199-200), perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan 

keuangan fiskal dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

(1) Perbedaan Waktu (Timing Differences) adalah perbedaan yang bersifat 

sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan 

beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

Contoh: 
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(a) Penyusutan 

Berdasarkan penjelasan dari Undang – Undang Pajak Penghasilan 

No. 36 Tahun 2008 pasal 11, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, 

pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali 

tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan 

hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 

tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa 

manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan dimulai pada 

bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam 

proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan 

harta tersebut. 

       i) Metode Penyusutan 

Asset tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang 

kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan 

berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan, dialokasikan ke 

setiap periode akuntansi selama masa manfaat asset dengan berbagai 

metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten atau taat 

asas, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan 

pertimbangan perpajakan agar dapat menyediakan daya banding 

hasil afiliasi perusahaan dari period ke periode.  

Metode penyusutan menurut ketentuan peundang-undangan 

perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 UU PPh : 
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(a) Metode garis lurus (straight line method), atau metode saldo 

menurun (declining balance method) untuk Aset Tetap Berwujud 

Bukan Bangunan 

(b) Metode garis lurus untuk Aset Tetap Berwujud Berupa 

Bangunan. 

Penggunaaan metode penyusutan Aset Tetap Berwujud diisyaratkan 

taat asas (konsisten). 

ii) Kelompok Harta Berwujud Dan Tarif Penyusutan 

Penurunan kelompok dan tariff penyusutan Harta Berwujud 

didasarkan pada     pasal 11 UU PPh sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tarif Penyusutan Aktiva Tetap 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Penyusutan 

berdasarkan metode garis 

lurus 

Tarif Penyusutan 

berdasarkan metode 

saldo menurun 

I. Bukan 

Bangunan 

   

     Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 

     Kelompok 2 8 tahun 12,50% 25% 

     Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,50% 

     Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

II. Bangunan    

     Permanen 20 tahun 5% - 

     Tidak 

Permanen 

10 tahun 10% - 
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Yang termasuk kelompok harta berwujud contohnya: 

(a) Kelompok 1 : kursi, meja, mesin tik, telepon seluler, dll. 

(b) Kelompok 2 : speed boat, traktor, container, dll 

(c) Kelompok 3 : perangkat radio navigasi, pesawat terbang, dll 

(d) Kelompok 4 : kereta, kapal penumpang, kapal barang, dll 

(b) Amortisasi 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud 

dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, 

hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang 

sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, 

yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran 

tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi 

sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Amortisasi dimulai pada 

bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang 

diatur lebih lanjut dengan  Peraturan Menteri Keuangan. 

i) Metode Amortisasi 

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis 

lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining 

balance method). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah 

satu metode untuk melakukan amortisasi. 

ii) Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud Dan Tarif Amortisasi 
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Dalam menghitung amortisasi asset tetap tidak berwujud 

terlebih dahulu harus dikelompokkan sesuai dengan masa 

manfaatnya. Untuk lebih jelasnya pengelompokkan masa manfaat 

dan tarif penyusutan terlihat sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Tarif Amortisasi Aktiva Tetap 

Kelompok Harta 

Tak Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Amortsasi 

berdasarkan metode garis 

lurus 

Tarif Amortsasi 

berdasarkan metode 

saldo menurun 

     Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 

     Kelompok 2 8 tahun 12,50% 25% 

     Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,50% 

     Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

 

Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi diatas dimaksudkan 

untuk memberikan keseragaman dalam melakukan amortisasi. 

Metode yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih 

berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya. Kemungkinan dapat 

terjadi masa manfaat aset tetap tak berwujud tidak tercantum pada 

kelompok masa manfaat, sehingga wajib pajak menggunakan masa 

manfaat terdekat. Sebagai contoh asset tetap tak berwujud masa 

manfaat sebenarnya 6 tahun, dapat menggunakan masa manfaat 4 

tahun atau 8 tahun. Apabila masa manfaat sebenarnya 5 tahun maka 

menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun 
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Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi: 

(a) Perbedaan Waktu Positif 

Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk 

akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau 

pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari 

pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. 

(b) Perbedaan Waktu Negatif 

Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui 

beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau 

akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan 

penghasilan menurut ketentuan pajak. 

(2) Perbedaan Tetap (Permanent Differences) adalah perbedaan yang terjadi 

karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan 

perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi di 

kemudian hari. Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi: 

(a) Perbedaan permanen positif terjadi apabila ada laba akuntansi 

yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak. 

(b) Perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran 

sebagai beban laba akuntansi yang tidak dakui oleh ketentuan fiskal. 

 

5. Nilai Waktu Uang (Time Value of Money) 

 

a. Definisi dari Nilai Waktu dari Uang 

Nilai waktu dari uang atau lebih dikenal dengan Time Value of Money adalah 

merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih 
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berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu 

pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu (Eugene 

2005:383). Dalam memperhitungkan, baik nilai sekarang maupun nilai yang akan 

datang maka harus mengikutkan panjangnya waktu dan tingkat pengembalian. Hal ini 

sangat mendasar karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan oleh 

banyak faktor yang mempengaruhinya sperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, 

kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dll. 

Manfaat dari Time Value of Money adalah: 

(1) Mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan 

atau tidak 

(2) Berguna untuk menentukan jangka waktu pinjaman bagi pihak-pihak yang 

menangani pinjaman hipotek dan komersial. 

(3) Berguna untuk menghitung anggaran, dengan demikian investor dapat 

menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak, di 

mana investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap 

tahun dimulai tahun pertama sampai tahun berikutnya. 

(4) Berguna bagi para manajer keuangan dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi di dalam surat berharga (sekuritas) yang berbeda. 

 

b. Metode – metode yang digunakan 

Menurut Eugene (2005:48) metode – metode yang digunakan dalam proses 

perhitungan Time Value of Money adalah: 

(1) Future Value (Nilai yang akan datang) 
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Adapun nilai uang di masa yang akan datang dari uang ynag diterima atau 

dibayarkan pada masa sekarang dangan memperhitungkan tingkat bunga setiap 

periode selama jangka waktu tertentu. 

Dengan rumus:  

      

     Keterangan : 

     FV : Nilai pada masa yang akan datang 

     Po : Nilai pada saat ini 

     i : Tingkat suku bunga 

     n : Jangka waktu 

atau rumus tersebut dapat di sederhanakan dengan melihat tabel: 

 

 

Tabel 2.3 

Tabel Future Value (FVIF) 

N 10% 15% 20% 30% 40% 50% 

1 1.1000 1.1500 1.2000 1.3000 1.3600 1.4000 

2 1.2100 1.3225 1.4400 1.6900 1.8496 1.9600 

3 1.3310 1.5209 1.7280 2.1970 2.5155 2.7440 

4 1.4641 1.7490 2.0736 2.8561 3.4210 3.8416 

5 1.6105 2.0114 2.4883 3.7129 4.6526 5.3782 

Sumber: Stepehen A. Ross et al (2009:898) 

 

 

FVn = Po (1+i)n 

 

FVn = PV (FVIFi,n) 
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(2) Present Value (Nilai sekarang) 

Adalah nilai uang sekarang yang akan dipereoleh atau dibayarkan pada masa 

yang akan datang dangan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode. 

Dengan rumus:  

     

 

    Keterangan : 

     PV : Nilai sekarang 

     Po : Nilai di masa yang akan datang 

     r : Tingkat suku bunga 

     n : Jangka waktu 

atau rumus tersebut dapat di sederhanakan dengan melihat tabel: 

 

 

Tabel 2.4 

Tabel Present Value (PVIF) 

N 10% 15% 20% 30% 40% 50% 

1 0.9091 0.8696 0.8333 0.7692 0.7143 0.6667 

2 0.8264 0.7561 0.6944 0.5917 0.5102 0.4444 

3 0.7513 0.6575 0.5787 0.4552 0.3644 0.2963 

4 0.6830 0.5718 0.4823 0.3501 0.2603 0.1975 

5 0.6209 0.4972 0.4019 0.2693 0.1859 0.1317 

Sumber: Stepehen A. Ross et al (2009:896) 

 

PV = Pon  

 

PV = Pon (PVIFi,n) 
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(3) Anuitas 

Adalah rangkaian atau seri pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya, 

periode serta tingkat bunganya sama selama jangka waktu tertentu. Anuitas dapat 

dihitung dengan menggunakan konsep future value annuity dan present value 

annuity. 

(a) Future Value Annuity 

Adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu 

penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang akan diterima 

sekarang pada waktu yang sudah ditentukan atau dengan kata lain penjualan 

dari future value. 

Dengan rumus:   

 

 

atau rumus tersebut dapat di sederhanakan dengan melihat tabel: 

 

     

 

Tabel 2.5 

Tabel Future Value of Annuity (FVIFA) 

N 10% 15% 20% 30% 40% 50% 

1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

2 2.1000 2.1500 2.2000 2.3000 2.4000 2.5000 

3 3.3100 3.4725 3.6400 3.9900 4.3600 4.7500 

FVAn =  PMT  

 

FVAn = PMT (FVIFAi,n) 
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4 4.6410 4.9934 5.3680 6.1870 7.1040 8.1250 

5 6.1051 6.7424 7.4416 9.0431 10.9456 13.1875 

Sumber: Stepehen A. Ross et al (2009:899) 

 

(b) Present Value Annuity 

Adalah suatu bilangan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai 

sekarang dari suatu penjumlahan yang diterima setiap akhir periode pada 

jangka waktu tertentu. 

Dengan rumus: 

 

 

 

 

atau  rumus tersebut dapat disederhanakan dengan melihat tabel: 

 

 

Tabel 2.6 

Tabel Present Value of Annuity (PVIFA) 

N 10% 15% 20% 30% 40% 50% 

1 0.9091 0.8696 0.8333 0.7692 0.7143 0.6667 

2 1.7355 1.6257 1.5287 1.3609 1.2245 1.1111 

3 2.4869 2.2832 2.1065 1.8161 1.5889 1.4074 

4 3.1699 2.8550 2.5887 2.1662 1.8492 1.6049 

PVAn = PMT  

 

PVAn = PMT (PVIFAi,n) 
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5 3.7908 3.3522 2.9906 2.4356 2.0352 1.7366 

Sumber: Stepehen A. Ross et al (2009:897) 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti penulis dan menjadi acuan dalam penelitian ini: 

No Nama Peneliti 

dan Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Indah Yulia 

Puspitasari 

(2013) 

Penerapan Tax Planning atas 

Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

CV Scronica Sari hanya 

melakukan kegiatan 

pembukuan dengan 

menyajikan laporan 

Laba/Rugi untuk pemasukan 

dan pengeluaran kas untuk 

pembiayaan kegiatan 

operasional. 

CV Scronica Sari belum 

memiliki karyawan khusus 

untuk menangani pajak. Jadi 

secara langsung tidak 

melakukan kegiatan tax 

planning. 

 

 

Dalam pemenuhan kewajiban 
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perpajakan CV Scronica Sari 

adalah Wajib Pajak yang taat. 

Hal ini terlihat dari tidak 

adanya sanksi ataupun denda 

dari pihak perpajakan kepada 

CV Scronica Sari. 

2 Gloritho (2008) Pengaruh Penerapan 

Perencanaan Pajak Biaya 

Pegawai Pada PT XYZ Untuk 

Meminimalkan Beban Pajak 

dan Hubungannya Dengan 

Kinerja Perusahaan 

Terlihat bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan 

antara PPh terhutang sebelum 

dan sesudah penerapan 

perencanaan pajak. Selisih 

atau Tax Saving 

(penghematan PPh terhutang) 

perusahaan pada tahun 2008 

sebesar Rp 

29,695,826,624.00, dengan 

demikian terjadi efisiensi 

pajak perusahaan sebesar 

22,50%.  

 

3 Noviandi Librata 

& Kardinal 

(2013) 

Analisis Penerapan Tax 

Planning dalam Upaya  

Meningkatkan Efisiensi 

Pembayaran  

Beban Pajak Penghasilan pada  

Dari hasil perhitungan pada 

bab sebelumnya terlihat 

jumlah pajak penghasilan 

terutang yang sangat berbeda 

yaitu dari Rp 12.280.471.870 
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PT. Graha Mitra Sukarami sebelum perencanaan pajak 

menjadi Rp 12.226.499.557 

setelah perencanaan pajak. 

Artinya ada penghematan 

pajak sebesar Rp 53.972.313, 

penghematan ini terjadi 

karena PT Graha Mitra 

Sukarami memberikan 

pelatihan kepada karyawan 

atau memberikan 

pengembangan SDM. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan laporan laba rugi fiskal tahun 2012 sampai tahun 2014, akan dibuat 

proyeksi laba rugi komersial tahun 2015 sampai tahun 2017 sebelum perencanaan pajak. 

Perencanaan pajak dibuat berdasarkan proyeksi laba rugi komersial tahun 2015 sampai 

tahun 2017 sebelum perencanaan pajak, kemudian dikoreksi fiskal berdasarkan beberapa 

alternatif perencanaan pajak  yang dibuat, sehingga akan menghasilkanproyeksi laba rugi 

fiskal tahun 2015 sampai tahun 2017 setelah dilakukan prencanaan pajak. 

Pada saat yang bersamaan, dari proyeksi laba rugi komersial tahun 2015 sampai 

tahun 2017 sebelum perencanaan pajak, dapat dihitung berapa proyeksi pajak penghasilan 

sebelum perencanaan pajak. Dan dari proyeksi laba rugi fiskal setelah perencanaan pajak, 

dapat dihitung berapa proyeksi pajak penghasilan setelah perencanaan pajak dilakukan. 
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Langkah berikutnya adalah membandingkan antara proyeksi pajak penghasilan 

sebelum dan setelah perencanaan pajak, hasilnya akan diperoleh selisih pajak penghasilan 

berdasarkan beberapa alternatif perencanaan pajak yang dipilih perusahaan. Setelah selisih 

pajak penghasilan diperoleh, barulah dapat dianalisis apakah telah terjadi penghematan 

pajak atau tidak. 

 

Skema dari kerangka pemikiran diatas adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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